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ABSTRAK 

 

Salah satu fungsi adanya Partai Politik adalah menciptakan iklim yang 

kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan 

masyarakat sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik tertulis fungsi partai politik pada Pasal 11 ayat 

(1) huruf a. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak partai politik yang 

bermunculan dengan basis dukungan yang terpecah dan menyebabkan ketidak 

optimalan partai dalam menjaga sistem ketatanegaraan yang dapat mengakibatkan 

kelemahan dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap masyarakat dan 

akuntabilitas publik. 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian 

hukum normatif  yang mengkaji terkait hukum yang dikonsepkan sebagai norma 

ataupun kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan melakukan pengumplan 

data melalui studi kepustakaan (library research), yang dilakukan menggunakan 

literatur kepustakaan terdahulu dan beberapa sumber dari aturan perundang-

undangan dengan menggunakan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan 

peraturan perundang-undangan. Serta menganalisis terkait fungsi partai politik 

dalam sistem ketatanegaraan dalam sudut pandang Islam . Teori yang digunakan 

adalah teori sistem pemerintahan, Islam dan Demokrasi yang nantinya memiliki 

keterkaitan dengan sistem pemerintahan dan demokrasi dalam Islam. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa ketidak optimalan Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan 

di Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor 

eksternal seperti persaingan antar politik, pemilihan ketua atau pemimpin partai 

berdasarkan kekuasaan, dan kurang maksimalnya dalam menyerap aspirasi 

masyarakat. Yang mana dalam menerapkan fungsinya berdasarkan siyasah 

syar’iyyah Islam, hal ini memiliki ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip siyasah 

syar’iyyah seperti amanah, musyawarah, keadilan, serta kedamaian. 

 

 

Kata Kunci : Fungsi Partai Politik, Sistem Ketatanegaraan, Siyasah Syar’iyyah
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ABSTRACT 

 

One of the functions of the Political Party is to create a climate conducive 

to the unity and unity of the Indonesian nation for the well-being of the people as 

set forth in the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2011 on Amendments to 

the Law No. 2, 2008 on Political Parties. The function of the political party is 

written in Article 11 (1) letter a. However, over time, many political parties have 

emerged with a fragmented support base and cause the party's inadequacy inining 

the system of statehood which can lead to weaknesses in formulating responsive 

policies to society and public accountability. 

 

The type of research used is normative jurisprudence or normative law 

research that studies the law conceived as the norm or the rule that applies in 

society by conducting data filling through library research, which is conducted 

using the literature of the previous library and some sources of the rules of 

legislation using the approach of normative juridic and legislative regulation. The 

theory used is the theory of the system of government, Islam and democracy, which 

later has a connection with the government system and democratic in Islam. 

 

Based on the results of the research and analysis that has been carried out, 

it can be concluded that the inadequacy of the Political Party in the system of 

statehood in Indonesia is caused by several factors such as internal and external 

factors like inter-political competition, election of the chairman or leader of the 

party based on power, and the least maximum in absorbing the aspirations of the 

public. Which in applying its functions based on the Islamic law, it has 

inconsistencies with the principles of the Qur'an such as trust, peace, justice, and 

peace. 

 

 

Keywords : Function of Political Parties, Constitutional System, Siyasah 

Syar'iyyah 
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MOTTO 

 

“Take the risk or lost the chance” 

Marko Halilovic 

 

“if u never bleed, u’re never gonna grow” 

Taylor Swift 

 

“Masa depan kita gemilang. The future is yours, do ur best. 

Berbuat yang baik, jangan sakti orang” 

Prabowo Subianto 

 

“Teruslah mekar tanpa menjadi layu” 

JKT48 

 

يتكسل لمن اجهد ولاتكسل، ولا تك غافلا. فندامة العقبى،  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan 

dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-

huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Bā' B Be ب

 Tā' T Te ت

 Śā' Ś es titik atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥā' Ḥ ha titik di bawah ح

 Khā' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ź zet titik di atas ذ

 Rā' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy es dan ye ش

 Şād Ṣ es titik di bawah ص

 Ḍād Ḍ de titik di  bawah ض

 Ṭā' Ṭ te titik di bawah ط

 Ẓā' Ẓ zet titik di bawah ظ
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 Ain …‘… koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn G Ge غ

 Fā' F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Waw W We و

 Hā' H Ha ه

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

 ditulis muta‘aqqidīn متعقدّين

 ditulis ‘iddah عدّة

 

C. Tā' marbutah  di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis Hibah هبة

 ditulis Jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal 

aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis ni'matullāh نعمة الله

 ditulis zakātul-fitri زكاة الفطر
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D. Vokal Pendek 

__   ََ __ Fatḥaḥ ditulis A 

__  َ __ Kasrah ditulis I 

__   َُ __ Ḍāmmah ditulis U 

 

E. Vokal Panjang: 

1 fatḥaḥ + alif Ditulis Â 

 Jāhiliyyah  جاهلية 

2 fatḥaḥ + alifmaqşūr Ditulis Ā 

 yas'ā  يسعي 

3 kasrah + yamati Ditulis Ī 

 Majīd  مجيد 

4 ḍammah + waumati Ditulis Ū 

 Furūḍ  فروض 

 

F. Vokal Rangkap: 

1 fatḥaḥ + yāmati Ditulis Ai 

 Bainakum  بينكم 

2 fatḥaḥ + waumati Ditulis Au 

 Qaul  قول 

  

G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof. 

 Ditulis a'antum اانتم

 Ditulis u'iddat اعدت

 Ditulis la'insyakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 Ditulis Al-Qur'ān القرآن

 Ditulis Al-Qiyās القياس
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2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang 

mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 Ditulis Asy-Syams  الشمس

 'Ditulis As-Samā السماء

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 Ditulis Zawi al-Furūḍ ذوي ألفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah اهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Partai politik merupakan mesin serta salah satu pilar demokrasi1 sebagaimana 

Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang harus mengedepankan kedaulatan 

rakyat yang membutuhkan peran partai politik sebagai sarana menyalurkan aspirasi 

masyarakat karena, partai politik merupakan saru-satunya pihak yang dapat 

menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi serta kebijakan 

publik yang mengikat.2 Sebagaimana yang telah tertera didalam Undang – Undang 

Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Karena memang hakikatnya 

demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan tujuan dibentuknya 

negara guna mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu tertentu.3 

Selaras juga dengan fungsi dan peranan partai politik yang sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak terlepas dari tujuan 

dan fungsi parpol dalam sistem politik demokrasi. Terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) 

Undang - Undang Nomor 2 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus Parpol yaitu 

(a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka 

                                                 
1 Dian Aulia, Jurnal : Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (Masyarakat Indonesia) Vol. 42, No.1, 2016, hlm. 115. 

Dinjauan dari buku karya Muhadam Labodo dan Teguh Ilham, Penguatan Demokrasi : Partai Politik dan (Sistem) 

Pemilu sebagai Pilar Demokrasi, 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep 

dan Isu Strategis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

2 Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis, Friedrich-

Ebert-Stiftung (FES) KantorbPerwakilan Indonesia 2012, hlm. 28 

3 Efriz, Ilmu Politik : dari Imu Politik sampai Sistem Pemerintahan, Bandung : Penerbit Alfabeta 2013, 

hlm. 62 
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penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita 

partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan; (c) 

membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. 

Sedangkan fungsi partai politik sendiri sebagai sarana untuk pendidikan politik, 

menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, 

penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik 

sebagaimana yang tertera dalam Pasal 11 Undng-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang 

ditujukan untuk memperjuangkan cita-cita partai politik pada pasal sebelumnya 

memiliki berbagai masalah internal maupun eksternal seperti eperti persaingan antar 

politik, pemilihan ketua atau pemimpin partai berdasarkan kekuasaan, dan kurang 

maksimalnya dalam menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi penghalang bagi 

partai untuk mempejuangkan cita-citanya4 

Jika dilihat  dari fungsi serta peranan partai politik diatas, menunjukkan betapa 

pentingnya partai politik menjadi sarana untuk masyarakat dalam membentuk suatu 

organisasi dengan tujuan mewujudkan aspirasinya, yang kemudian diwujudkan dengan 

fungsi-fungsi politik itu sendiri, yaitu sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti 

menyiapkan calon-calon anggota legislatif, meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses Pemilu 

demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa jika dilihat dari segi regulasinya dan 

guna mencegah partai politik menjadi kerumunan politik saja, maka partai politik 

diharuskan membentuk pelembagaan politik agar menjadi efektif bukan hanya meliputi 

                                                 
 4 Muh. Iqbal Latief : Peran Parpol dalam Pemilu Legislatif, melalui 

https://sulselprov.go.id/welcome/post/peran-parpol-dalam-pemilu-legislatif, diakses pada 26 Oktober 2023 

https://sulselprov.go.id/welcome/post/peran-parpol-dalam-pemilu-legislatif


3 

 

 

penguatan dari  segi kapasitas ataupun sumber daya, tetapi juga merancangnya agar 

adaptif atau cocok dengan situasi.5 

Namun, dalam proses penerapan untuk mencapai hakikat tujuan partai politik 

tersebut, ternyata masih jauh dari apa yang masyarakat harapkan. Pencapaian tujuan 

dari partai politik tersebut memiliki banyak hambatan, yang disebabkan oelh beberapa 

masalah internal dan eksternal yang menyebabkan fungsi partai  politik bekerja secara 

tidak optimal. 

Terdapat banyak partai politik yang bermunculan dengan basis dukungan yang 

terpecah, sehingga hal ini menyebabkan kesulitan untuk mencapai konsensus dan 

menghasilkan keputusan politik yang optimal. Hal ini juga sering mengakibatkan 

ketidak stabilan yang dapat menghambati mplementasi kebijakan yang dibutuhkan oleh 

pembangunan negara. Ketidak optimalan ini dapat mengakibatkan kelemahan dalam 

merumskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuan masyarakat dan kurangnya 

akutabilitas publik. Partai politik yang seharusnya menciptakan iklim kondusif, malah 

membuat terjadinya perpecahan. Beberapa para pemikir Islam seperti Dr. Dhiya’uddin 

Ar-Rais dan Abdul ‘Ala al- Maududi memiliki pandangan yang pro dan kontra 

keterkaitan antara adanya partai politik dengan demokrasi Islam. 

 Permasalahan ini juga memiliki sudut pandang tersendiri apabila dilihat dari 

sisi keislamannya, yang mana Islam sendiri memerintahkan kita untuk memilih 

pemimpin yang amanah dan bisa berlaku adil dan meletakan kepentingan umum di atas 

kepentingan pejabat ataupun pribadi.  Dalam Islam sendiri kita mengenal sosok Utsman 

bin Affan r.a sebagai sosok khalifah yang tegas dalam mengatur negara agar 

tergapainya keadilan hukum dan skesejahteraan rakyat. Salah satu ketegasannya adalah 

                                                 
 5 Dadih Abdulhadi, Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai dalam Kerangk Pelembagaan Partai 

Politik 
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menghukum pejabat pemerintahan yang dianggap tidak becus dalam bekerja dan beliau 

tidak segan untuk menghukum mati pejabat yanh melakukan tindak korupsi dan 

kejahatan besar lainnya yang berdampak pada negara, karena yang akan menjadi 

korban nantinya adalah rakyat.6 

Dalam haditsyang diriwayatkan oleh Ibnu Sa’id7: 

مع القتال ترك في الحاكم مصلحة الناس على صلحة م بانج بيلغت ةيعرالش انمث  ع ةسايس نمف

شبة ابي بن و ا( ٤٣/٣) دسعبن ااه رو]. تمرو يسالقتل يكثر ى لا حتمعه وإن كان الحق الحاكم 

 .ح[دصحيباسنا ( ٢ /١٧٩) المينةريخ في تا

Dalam konteks kepemimpinan, Islam dengan tegas memerintahkan untuk 

mentaati Allah, Rasul, dan Ulil amri (yang mengurusi urusan orang banyak). Tetapi 

dalam praktiknya, politik teesebut terdistorsi dengan paham bahwa politik identik 

dengan mendapatkan kekuasaan, sehingga tidak sedikit orang masuk politik bukan 

untuk menciptakan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun hanya 

sekedar untuk mendapatkan kekuasaan.9 Hal tersebut yang menjadikan orang-orang 

dalam partai politik terlena akan kenikmatan duniawi. 

Menurut Ramlan Surbakti, politik bukan hanya dipersepsi sebagai arena konflik 

dan perebutan kekuasaan, namun politik juga merupakan perumusan kebijakan dan 

pencapaian kepentingan umum. Disinilah plitik memiliki makna yang bersinggungan 

                                                 
6 Dr. Abd. Halim, M.A. Pidato Para Khalifah : Persoalan Negara, Demokrasi, dan Penegakan Hukum, 

hlm. 41, Institute of Nation Development Studies (INDeS) Yogyakarta, dan Institute for Nusantara Studies 

(INNUS) Surabaya, 2015 

7 Ibid, hlm. 41 - 42 

9 Aripais, “Politik dalam Pandangan Islam”, diakses melalui 

https://jatim.kemenag.go.id/berita/535551/politik-dalam-pandangan-islam 

https://jatim.kemenag.go.id/berita/535551/politik-dalam-pandangan-islam
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dengan dakwah dalam pengertian untuk megembalikan manusia untuk menyembah 

Allah semata dengan memerintahkan kema’rufan dan mencegah kemungkaran.10  

 Maka dari itu, disini penulis tertarik untuk mengkaji terkait Fungsi Partai 

Politik dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dalam Perspektif Islam. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana fungsi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011? 

2. Bagaimana pandangan siyasah syar’iyyah terhadap fungsi partai politik?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya : 

a. Bertujuan untuk memahami konsep keislaman dalam konteks politik. Hal ini 

melibatkan eksplorasi terhadap teori serta konsep yang berkaitan dengan 

pandangan Islam dan juga pemahaman mengenai bagaimana konsep tersebut 

akan diterapkan dalam fungsi partai politik yang ada di Indonesia. 

b. Penelitian ini akan menganalisis beberapa fungsi-fungsi partai yang telah 

diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik 

yang terdapat dalam Pasal 11 Ayat (1). Tujuan dari analisis ini adalah untuk 

memahami bagaimana Undang–Undang tersebut mengatur fungsi partai 

politik, termasuk persyaratan pendirian, struktur organisasi, dan kewajiban-

kewajiban yang harus dipenuhi oleh partai politik jika dilihat dari sudut 

pandang Islam. 

                                                 
 10 Sapto Waluyo, Kebangkitan Politik Dakwah (Konsep dan Praktik Patai Keadlian Sejahtera di masa 

transisi), Bandung : Harakatuna Publishing (2005), hlm. 31. 
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c. Menilai kesesuaian fungsi partai politik dengan konsep siyasah syar’iyyah 

sejauh mana partai politik saat ini menerapkan prinsip dan nilai – nilai 

keislaman.  

Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi partai politik dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia jika dilihat melalui pandangan keislaman. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan pengetahuan 

untuk berbagai pihak termasuk penulis sendiri dan juga memperbaharui penelitian 

sebelumnya terkait eksistensi partai politik di Indonesia. Adapun kegunaan dari 

penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan mampu memberikan informasi 

baru kepada pembaca terkait eksistensi partai politik dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia, serta diharapkan dapat menjadi pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Pemerintah 

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi dan pengembangan bagi pemerintah dan pelaku politik baik di 

pusat maupun daerah di Indonesia. 

2) Bagi Penelitian Mendatang 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

pengembangan pola pikir bagi pemerhati ilmu politik dan juga hukum 

ketatanegaraan terkait eksistensi partai politik dalam sistem ketatanegaraan. 
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D. Telaah Pustaka 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mencari sumber – sumber 

penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan bahan rujukan agar tidak 

memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian terdahulu 

yang memiliki relevansi dengan penelitain yang akan diteliti diantaranya sebagai 

berikut : 

 Pertama, penulis menggunakan artikel yang ditulis oleh Sirajuddin seorang 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulani Manado yang berjudul 

“Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”.11 Artikel 

ini berisikan tentang pengaruh dan efektivitas partai politik dalam sistem hukum 

ketatanegaraan di Indonesia yang membahas tentang tujuan umum serta tujuan khusus 

partai politik di Indonesia. Yang mana tujuan umum partai politiki ini bertujuan untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang memiliki peranan penting sebagai 

penghubung antar pemerintah negara (the state) dengan warga negaranya (the citizen). 

Persamaan artikel “Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di 

Indonesia” dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah membahas tentang peran 

dan fungsi partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan keduanya 

mengeanalisis partai politik dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan pembedanya aadalah artikel “Eksistensi Partai Politik dalam 

Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia” bersifat lebih umum dan deskriptif, 

sedangkan penelitian yang ditulis oeh peneliti adalah membahas lebih spesifik dengan 

menggunakan pendekatan hukum dan sudut pandang Islam.  

                                                 
11 Sirajuddin, “Eksistensi Partai Politik dalam SIstem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”, Jurnal Lex 

Administratum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016 
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 Kedua, skripsi yang ditulis oleh Cherlinda Hestiane Cahyani seorang 

mahasiswa dari program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Politik UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik : Peran 

Kesbangpol terhadap Pertisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018”.12 

Isi dari skripsi ini adalah menganalisa tentang sosialisasi politik yang diselenggarakan 

oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk masyarakat Depok. 

Kesbangpol merupakan departemen pemerintahan yang mengurus bidang politik dan 

kesatuan bangsa yang secara konsisten berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat 

khususnya pemilih pemula dengan menyelenggarakan sosialisasi politik secara rutin 

untuk pelajar SMA sederajat di Kota Depok. Persamaan skripsi yang berjudul 

“Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik : Peran Kesbangpol terhadap Pertisipasi 

Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018” dengan peneltian yang dikaji oleh 

penulis adalah keduanya membahas topik yangberkaitan dengan partisipasi politik dan 

menganalisis peran lembaga ataupun organisasi terhadap partisipasi politik. Sedangkan 

perbedaannya adalah skripsi yangbejudul “Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik : 

Peran Kesbangpol terhadap Pertisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 

2018” menganalisis partisipasi politik dalam konteks pemilhan umum dan bersifat studi 

kasus di suatu daerah (Kota Depok), sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneiliti 

mengaanalisis partisipasi politik dalam konteks sistem ketatanegaraan secara lebih luas 

dan bersifat analisis konseptual secaea umum.  

 Ketiga, buku yang berjudul “Risalah Hukum dan Teori Partai Politik” yang 

ditulis oleh M. Iwan Satriawan. Buku ini membahas tentang dinamika partai politik di 

Indonesia yang tidak terlepas dari perubahan paradigma politik hukum, mekanisme 

                                                 
12 Cherlinda Hestiane Cahyani, “Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik : Peran Kesbangpol terhadap 

Pertisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018”, Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019) 
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pembubaran partai politik hingga dekontruksi partai politik di Indonesia. Persamaan 

buku ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas terkait eksistensi partai 

politik dalam hukum dan demokrasi pada salah satu sub-babnya. Sedangkan 

pembedanya, buku ini lebih berfokus pada kedudukan hukum partai politik dalam 

sistem ketatanegaraan di Indonesia dan juga pendanaan partai sebagai salah satu sebab 

sumber korupsi di Indonesia. 

 Keempat, artikel karya Luh Yossi Shuartini Milenia dengan judul “Peran 

Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia)”.13 Tulisan dalam 

artikel ini menggambarkan situasi politik di Indonesia ketika Pemilu Presiden 2014 dan 

merefleksikan lebih dalam terkait  pengaruh serta respon pihak asing terhadap 

demokrasi tentang apa yang terjadi dalam proses pemilihan umum dan bagaimana 

Indonesa dapat menjadi contoh kisah sukses dari berbagai demokrasi identitas 

beragama seperti negara multikultural, berkembang, dan sebagai negara yang memiliki 

penganut Muslim terbesar di dunia. Persamaan dari artikel dengan judul “Peran Hukum 

Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia)” ini denan penelitian yang 

ditulis oleh penulis adalah membahas tentang sistem hukum tata negara di Indonesia, 

khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum dan partai politik dan keduanya 

menganalisis tentangperan dan fungsi institusi-institusi penting dalam sistem 

ketatanegaraan. Adapun pembedanya adalah artikel “Peran Hukum Tata Negara (Studi 

Kasus Pemilihan Umum di Indonesia)” berfokus pada proses pemilihan umum di 

Indonesia, sementara penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada fungsi partai 

politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara umum, kedua tulisan tersebut 

                                                 
13 Luh Yossi Shuartini Milenia, Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia), 

Jurnal : Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), Vol. 3 No. 1, April 2021 
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membahas isu-isu penting terkait sistem ketatanegaraan di Indoensia, tetapi dengan 

focus dan pendekatan yang berbeda. 

Kelima, artikel yang ditulis oleh Muhammad Jafar AW yang berjudul “Peranan 

Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia” 14  seorang mahasiswa Program Studi 

Administrasi Publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Jurnal ini membahs 

tentang peranan partai politik yang tidak hanya berperan sebagai organisasi politik saja, 

tetapi juga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pendidikan politik kepada 

masyarakat, karena melalui pendidikan poltiklah yang nantinya akan meningkatkan 

aspirai masyaraka terhadap partai politik itu sendiri. Persamaan ertikel ini dengan 

penelitian yang penulis kaji adalah saling membahas tentang peran dan fungsi partai 

dalam sistem ketatanegaraan, dan menganalisis tentang isu yang berkaitan dengan 

demokrasi dan sistem politik Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah artikel ini 

tidak secara khusus membahas perspektif Islam, sedangkan penelitian yang ditulis oleh 

penulis menganalisis isu tersebut dari sudut pandangan Islam. Secara garis besar, kedua 

tulisan ini sama-sama membahas tentang isu terkait dalam partai politik dalam sistem 

politik dan demokrasi di Indonesia. 

E. Kerangka Teori 

1. Sistem Pemerintahan 

Negara memiliki sistem pemerintahan yang menjadi dasar bagi 

keberlangsungannya dalam bernegara. Menurut Mhafud MD, sistem pemrintahan 

merupakan sebuah mekanisme kerja yang melibatkan koordinasi dan hubungan 

diantara tga cabang kekuasaan seperti legislative, eksekutif dan yudikatif. Sistem 

                                                 
14 Muhammad Jafar AW, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia, Jurnal : Administrasi 

Pblik Vol. 6 No. 2, 2015  
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pemerintahan ini berperan penting dalam mengatur dan mengelola negara agar 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yntuk mencapai tujuan yang 

diharapkan.15 

Menurut Hasan al-Banna, pemerintahan Islam merupakan pemerintah yang 

terdiri dari pejabat pemerintah yang beragama Islam serta menjalankan kewajiban 

dalam agama Islam, tidak melakukan maksiat dan melaksanakan hukum serta 

ajaran dalam agama Islam.16 Sejak abad 7 Masehi sampai sekarang, umat Islam 

sebelumnya pernah menerapkan sistem pemerintahan khilafah (berdazarkan syura’ 

dan monarki), imamah, monarki dan demokrasi yang erat kaitannya dengan 

keadaan masyarakat masing-masing. Hal ini dikarenakan kekhalifahan adalah 

pemerintahan Islam yang tidak terbatas pada wilayah, maka kekhalifahan Islam 

mencakup berbagai suku dan bangsa. 

Pada hakikatnya, khilafah merupakan pemimpin yang menjalankan agama 

dan negara atas nama nabi. Menurut Ibnu Khaldun, Khilafah adalah kepemimpinan 

umum seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk menegakkan hukum Syariah 

Islam dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia. Mempertahankan Khilafah 

adalah kewajiban seluruh umat Islam di seluruh belahan dunia. Memenuhi 

kewajiban tersebut sama dengan memenuhi kewajiban yang diamanatkan Allah 

kepada seluruh umat Islam. Kegagalan mendirikan Khilafah adalah dosa 

(kemaksiatan) dan Allah akan menjatuhkan siksa yang paling pedih. 

 

 

                                                 
 15 Mochamad Aris Yusuf, Apa itu Sistem Pemerintaha? Berkut Penjelasannya, diakses melalui Apa itu 

Sistem Pemerintahan? Berikut Penjelasannya - Gramedia Literasi pada 1 Agustus 2024 
16 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terjemah Odie al-Faeda, Solo: 

Media Insani (2003), hlm. 39. 

https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-sistem-pemerintahan/
https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-sistem-pemerintahan/
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2. Islam dan Demokrasi 

  Demokrasi bersifat universal yang berarti berlakusepanjang waktu dan 

zaman serta fleksibel dan tidak statsis. Sebagian besar masyarakat Muslim di 

Indonesia menerima konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai yang terkandung 

dalam syura’. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, syura’ tidaklah hanya sebagai 

seruan Tuhan, akan tetapi sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. 

  Dari konsep syura’ dalam ajaran Tuhan ataupun telah dijadikan sebagai  

tradisi,  dibangunlah demokrasi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila dan UndangUndang Dasar 

1945 sebagai Dasar Negara Indoensia. Yang mana isi dari sila pada Pancasila 

sendiri menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai pencipta alam dan asas musawarah mufakat dalam berbagai urusan 

bernegara.17 Dalam QS. As-Syura ayat 3818: 

هق نزا رممو مهنيب ىورش مهرمأو ل وٰةلصّ ٱوا۟ امأ قو مهبّ روا۟ لابجتسٱ ينذلّ ٱو    وننفِقي مٰـ

dan penggalan dari QS. Ali Imran ayat 15919 : 

رِ  ي الْ  م  م  فِ هُ ر  اوِ ش   ۖ   و 

  Pada zaman khulafaurrasyidin, ahl halli wa-l‘aqdi adalah lembaga yang 

paling dikenal sebagai pelaksana syura dalam kehidupan Islam. Organisasi ini lebih 

mirip dengan tim formatur yang memilih khalifah atau kepala negara. 

Musyawarah sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan memikul tanggung 

jawab bersama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, semua 

orang akan bertanggung jawab atas keputusan pemerintah. Sudut pandang 

                                                 
 17 Saifullah Idris, artikel Islam dan Demokrasi : Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi, 

hlm.24 

 18 QS. As-Syura : 38 

 19 QS. Ali-Imran (3) : 159 
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musyawarah juga menunjukkan penghargaan terhadap orang lain karena pendapat 

yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Sebagai bukti betapa 

pentingnya musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, baik di tingkat bangsa 

maupun negara, Nabi Muhammad sendiri mengajarkan musyawarah kepada 

umatnya.20 

F. Metode Penelitian 

Dalam proses pengumpulan data penelitan, penulis menggunakan beberapa metode 

penelitian, sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunaan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum 

normatif  yang mengkaji terkait hukum yang dikonsepkan sebagai norma ataupun 

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan yang menjadi sebagai acuan perilaku 

setiap orang.21 

2. Sifat Penelitian 

Sifat yang digunakan dalam penilitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu 

penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian 

yang dibahas. Kemudian data yang telah diperoleh, disusun kemudian dianalisis 

secara sistematis. 

3. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran 

terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permaslahan 

                                                 
 20  M. Zainuddin, Islam dan Demokrasi diakses melalui ISLAM DAN DEMOKRASI – Prof. Dr. M. 

Zainuddin, MA (uin-malang.ac.id) pada 5 November 2023 

21 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, hlm. 29 

https://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/08/islam-dan-demokrasi/
https://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/08/islam-dan-demokrasi/
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yang diteliti22 dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang 

menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

diteliti.23  

4. Jenis Data 

a.  Bahan hukum primer 

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risah 

resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang mana dalam 

penilitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Poltik, 

Undang-Undang Dasar Pasal 6A Ayat (2), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (3), 

dan Pasal 24C Ayat (1) yan memiliki keterkaitan dengan wewenang partai 

politik sebagai sumber bahan hukum primer. 

b. Bahan hukum sekunder 

Merupakan sumber pendukung berupa data-data yang membahas terkait partai 

politik dari buku, jurnal maupun literatur hukum yang berkaitan dengan 

penelitian yang diteliti yang berisikan prinsip dasar atau asas hukum, pandangan 

para ahli hukum. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam malakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumplan data melalui studi 

kepustakaan (library research), yang dilakukan menggunakan literatur kepustakaan 

berupa buku, jurnal, arrikel dan penelitian terdahulu. 

 

 

                                                 
 22Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Haura Utama (2022), hlm. 55 

 23 Ibid, hlm. 57 



15 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Guna mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian 

secara sistematis ke dalam 5 bab. Adapun isi dari kelima bab tersebut sebagai berikut : 

Bab pertama, yang merupakan desain penelitian berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab selanjutnya membahas teori 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori sistem pemerintahan dalam Islam 

dan Islam dan demokrasi. Pemaparan selanjutnya secara detail membahas terkait fungsi 

partai dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2011, Undang-Undang Dasar Pasal 6A Ayat (2), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 22E 

Ayat (3), dan Pasal 24C Ayat (1) yang memiliki keterkaitan dengan wewenang partai 

politik. Pembahasan berikutnya berisi tentang pemaparan hasil penelitian mengenai 

analisis partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia : perspektif Islam dan 

fungsinya. Dan terakhir merupakan penutup yang memuat kesimpulan jawaban atas 

rumusan masalah yang dicari dalam penelitian ini, serta saran penulis mengenai 

permasalahan.



 

77 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Ketidak optimalan partai politik dalam menjalani fungsinya disebabkan oleh 

beberapa faktor internal dan eksternal yang dialami oleh partai tertentu. Salah satu 

faktor internal dalam menerapkan fungsi partai menjadi sarana pendidikan politik 

bagi masyarakat dapat dikatakan kurang optimal adalah karena kurangnya 

sosialisasi partai dalam memberikan pengetahuan terkait pencoblosan pemilu 

kepada masyarakat, hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang masih 

bingung dengan prosedur pencoblosan. Kemudian faktor eksternal yang dialami 

oleh partai adalah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi negara juga dapat 

dikatakan kurang optimal dikarenakan masih sering terjadinya persaingan antar 

partai. Adapun faktor pendukung yang terdapat membantu partai politik dalam 

mengoptimalkan fungsinya anatara lain melalui viisi, misi dan ideologi partai 

politik karena dapat membantu partai politik dalam merumuskan tujuan jangka 

panjang dan ideologi yang kosnisten dapat menjadi panduan dalam pembentukan 

program dan kebijakan partai politik, selanjutnya adalah kepemimpinan karena 

memimpin dengan integritas dapat memotivasi anggota partai dan membangun 

kepercayaan dari masyarakat. Kemudian komunikasi dan kampanye dengan 

anggota partai dan masyarakat, serta melibatkan anggota dalam proses 

pengambilan keputusan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan terakhir 

adalah keberlanjutan dan adaptabilitas. Partai politik yang mampu bertahan dan 

beradaptasi dengan perubahan konteks politik, sosial, dan ekonomi memiliki 

peluang yang lebih baik dalam menerapkan fungsi partai untuk kedepannya dan 

dapat mepertahankan eksistensinya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 
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persaingan politik, terbatasnya sumber daya, baik dari segi finansial, tenaga kerja, 

ataupun infrastruktur karena dapat membatasi kemampuan partai politik untuk 

melakukan kampanye politik yang efektif. Faktor penghambat selanjutnya adalah 

korupsi dan mengutamkan kepentingan pribadi yang mengakibatkan partai politik 

dapat kehilangan legitimasi dan gagal dalam mencapa tujuan mereka serta dapat 

melemahkan demokrasi.  

2. Pandangan siyasah syar’iyyah ataupun segi keislaman dalam menilai fungsi partai 

politik saat ini sudah sesuai dengan perspektif Islam jika dilihat dari aturan yang 

tertulis. Namun dalam penerapannya, masih banyak anggota ataupun kader-kader 

yang melanggar syari’at keislaman dan jika dilihat dari perspektif Islam, 

pendidikan politik memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran warga 

negara akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam memajukan negara 

berdasarkan nilai-nilai etika, moral, dan keadilan. Selain itu, dalam menciptaan 

iklim yang kondusif oleh partai politik bagi persatuan dan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia juga emiliki peran penting karena sejalan dengan adanya 

dengan prinsip-prinsip syar’iyyah seperti keaslahatan umum, keadilan dan juga 

musyawarah. Kemudian partai politik sebagai penyerap, penghimpun, dan 

penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan negara juga berperan 

penting dikarenakan sejalan dengan prinsip musyawarah dan perwakilan rakyat 

dalam sistem pemerintahan, terutama dalam sistem pemerintahan dalam Islam. 

Selanjutnya partai politik yang berfungsi sebagai wadah pasrtsipasi masyarakat 

juga tak kalah penting karena memiliki peran dalam mewujudkan keterlibatan aktif 

dari masyarakat dalam proses pengambilan dan pembentukan kebijakan publk. 

Terakhir, partai berfungsi sebagai wadah rekrutmen politik dengan memperhatkan 

kesetaraan dan keadilan gendr dalam proses pengisian jabatan politik berperan 
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penting dalam mewujudkan representasi yang adil dan inklusif sesuai dengan 

prinsip keadilan dan musyawarah. 

B. Saran 

1. Pemerintah harus dengan tegas memberikan sanksi kepada kader, anggota 

ataupun partai tertentu yang melanggar peraturan. Karena, hal tersebut dapat 

berakibat fatal bagi partai politik itu sendiri dalam menerapkan fungsinya yang 

nantinya akan berdampak pada kestabilan dalam sistem ketatanegaraan dan 

diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan terhadap masyarakat. 

Dengan diterapkannya sanksi yang jelas, diharapkan dapat memberikn efek jera 

terhadap anggota ataupun kader yang melanggar peraturan. 

2. Dalam melakukan pemilihan ketua ataupun pemimpin partai harus lebih 

demokratis dan tidak berdasarkan keturunan, ataupun memiliki kuasa yang lebih 

tinggi. Jika memang perlu, harus diberlakukannya aturan tertulis dalam undang-

undnag yang mengatur mekanisme demokrasi yang dilakukan oleh internal partai 

unruk memilih ketua atau pemimpin dan pengurus partai. 

3. Untuk kedepannya, partai-partai politik di Indonesia diharapkan dapat 

meningkatkan kapasitas dan komitmennya dalam mengimplementasikan 

perspektif Islam secara lebih efektif  dan komprehensif sehingga dapat 

mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. 
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